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ABSTRAK 

 

 

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN  

LALU  LINTAS OLEH PT JASA RAHARJA (PERSERO)  

CABANG LAMPUNG 

 

Oleh 

FEBRIANSYAH PUTRA 

 

Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang tidak diharapkan menimbulkan 

kerugian bagi manusia, baik itu kerugian dari segi fisik berupa luka-luka, cacat dan 

meninggal dunia, maupun kerugian yang bersifat materil.
 
Sehubungan dengan hal 

tersebut maka masyarakat membutuhkan asuransi sosial Jasa Raharja.Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penyelenggaraan pemberian santunan 

kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Rahaja (Persero) Cabang Lampung? (2) Apakah 

yang menjadi faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pemberian santunan 

kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Rahaja (Persero) Cabang Lampung? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data 

terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis SWOT.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penyelenggaraan pemberian santunan 

kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Rahaja (Persero) Cabang Lampung  klaim 

diajukan oleh korban atau ahli waris korban dengan mengisi formulir pengajuan 

santunan yang berisi data identitas diri dari korban dan ahli waris korban secara 

lengkap dan keterangan tentang kecelakaan, identitas dan sifat cidera korban akibat 

kecelakaan, kesimpulan kecelakaan, formulir permohonan santunan sebagai 

dokumen dasar permintaan santunan asuransi diserahkan kepada PT. Jasa Raharja 

terdekat untuk pembayaran penyelesaian santunan asuransi korban yang akan 

diterimakan langsung kepada korban atau ahli waris korban yang sah. (2) Faktor-

faktor penghambat penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh 

PT Jasa Rahaja (Persero) Cabang Lampung  adalah: pembayaran premi tidak sesuai 

dengan ketentuan dalam melaporkan klaim, tertanggung melakukan keterlambatan, 

keluarga pasien tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengobatan akibat 

kecelakaan lalu lintas dilakukan ditempat tradisional dan pihak korban ataupun ahli 

waris masih banyak yang belum mengetahui apa keewajibannya dalam pemenuhan 

surat persyaratan pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pihak PT. Jasa Raharja agar lebih 

meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang dana santunan kecelakaan 

lalu lintas. (2) Pihak PT. Jasa Raharja harus lebih efektif dalam mendampingi korban 

atau ahli waris korban dalam melakukan proses pencairan dana santunan. 

 

Kata Kunci: Pemberian Santunan, Kecelakaan Lalu Lintas, Jasa Raharja 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF TRAFFIC ACCIDENT 

COMPENSATION BY PT JASA RAHAJA (PERSERO)  

LAMPUNG BRANCH 

 

By 

FEBRIANSYAH PUTRA 

 

Traffic accidents as an event that is not expected to cause harm to humans, both 

physical losses in the form of injuries, disability and death, as well as material 

losses. In connection with this, the community needs Jasa Raharja social insurance. 

The problems in this study are: (1) How is the implementation of the provision of 

traffic accident compensation by PT Jasa Rahaja (Persero) Lampung Branch? (2) 

What are the inhibiting factors for the administration of traffic accident 

compensation by PT Jasa Rahaja (Persero) Lampung Branch? 

 

This study uses a normative and empirical juridical approach. The type of data 

consists of secondary data and primary data collected by interviews and 

documentation. Data analysis using qualitative analysis dan SWOT analysis. 

 

The results of this study indicate: (1) Implementation of the provision of traffic 

accident compensation by PT Jasa Rahaja (Persero) Lampung Branch claim 

submitted by the victim or the heirs of the victim by filling out a compensation 

application form containing identity data from the victim and the complete heirs of 

the victim information about accidents, identity and nature of injuries caused by 

accidents, conclusions of accidents, compensation forms as basic documents for 

insurance compensation requests submitted to PT. The closest Raharja service for 

payment of settlement of victims' insurance benefits will be directly given to the 

victim or the legal heirs of the victim. (2) The inhibiting factors for the provision of 

traffic accident compensation by PT Jasa Rahaja (Persero) Lampung Branch are: 

premium payments not in accordance with the provisions in reporting claims, the 

insured makes a delay, the patient's family does not meet the specified requirements, 

treatment due to an accident traffic is carried out in traditional places and there are 

still many victims or heirs who do not yet know what their obligations are in fulfilling 

the requirements for submitting the traffic accident compensation fund. 

 

Suggestions in this study are: (1) PT. Jasa Raharja to further improve socialization 

to the general public about traffic accident compensation funds. (2) PT. Jasa 

Raharja must be more effective in assisting victims or the heirs of victims in the 

process of disbursing compensation funds. 

 

Keywords: Provision of Compensation, Traffic Accidents, Jasa Raharja 
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MOTTO  

  

 

 

Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat 

amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak 

diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya,  

sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) 

 

 (Q.S. Al-An’am : 160) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang tidak diharapkan menimbulkan 

kerugian bagi manusia, baik itu kerugian dari segi fisik yang berupa luka-luka, 

cacat (kehilangan salah satu anggota badan), maupun kerugian yang bersifat 

materil.
 
Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat membutuhkan dana 

yang relatif besar untuk membiayai pengobatan korban kecelakaan lalu lintas. 

Pengendara meskipun telah mematuhi seluruh rambu lalu lintas dan menggunakan 

alat keselamatan (helm/sabuk pengaman), serta pengecekan kelayakan kendaraan 

secara berkala, namun sering kali kecelakaan kerap terjadi. Adanya risiko 

kecelakaan tersebut memerlukan jaminan/pertanggungan asuransi sosial 

kecelakaan lalu lintas yang pelaksanaannya lebih mengutamakan pelayanan sosial, 

memiliki kepastian dan berkesinambungan, khususnya terhadap likuiditas dana 

untuk membayar premi. 

 

Masyarakat sebagai warga negara berhak mendapat perlindungan dan kepastian 

hukum. Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap 

masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan amanat Pasal 34 

Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap risiko yang terjadi di dalam 

masyarakat terdapat tanggung jawab negara yang berperan memberikan jaminan. 

Pada sisi lain, keadaan ekonomi dan keuangan negara terbatas untuk menanggung 
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semua risiko yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka negara 

memberikan jaminan sosial dalam bentuk iuran wajib atau sumbangan wajib 

kepada masyarakat guna memperoleh jaminan tersebut.
1
 

 

Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero), yang 

operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (UU 

33/1964) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU 34/1964). Korban 

kecelakaan yang merupakan penumpang dari kendaraan umum, terjamin atau 

tidaknya didasarkan pada UU 33/1964 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 (PP 17/1965),  sedangkan untuk 

korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan merupakan penumpang kendaraan 

umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada UU 34/1964 dengan peraturan 

pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 (PP 18/1965).  

 

Pendirian PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

di bidang perasuransian didasarkan pada UU 33/1964 dan UU 34/1964. Tugas dan 

fungsi PT. Jasa Raharja adalah menyediakan layanan asuransi kecelakaan dengan 

dasar pemikiran bahwa dalam berlalu lintas setiap orang akan menghadapi suatu 

risiko yang tidak dapat ditentukan/diprediksi baik di jalur darat, laut maupun 

udara. PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut 

membantu mewujudkan salah satu fungsi negara, yaitu memberikan kesejahteraan 

bagi rakyatnya melalui jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan 

                                                 
1
 H. A. Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 71. 
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bagi masyarakat yang mengalami musibah di jalan raya, sehingga dapat 

meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat korban kecelakaan 

maupun bagi keluarga/ahli waris dari korban kecelakaan tersebut.  

 

Asuransi sosial yang dikelola oleh PT Jasa Raharja (Persero) merupakan bentuk 

perlindungan dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas. Hal ini berarti dengan 

membayar iuran wajib jasa raharja maka setiap penumpang akan memperoleh 

santunan asuransi. Santunan diberikan bila penumpang menjadi korban dari 

musibah kecelakaan yang menimpa kendaraan bermotor umum atau alat angkutan 

penumpang umum yang ditumpanginya.
2
 

 

Asuransi sosial kecelakaan penumpang dan lalu lintas dinilai penting mengingat 

setiap orang yang mengendari kendaraan, baik pribadi maupun umum berisiko 

mengalami kecelakaan. Kecelakaan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang 

tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta 

benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit diprediksi 

kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, 

cidera, ataupun kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus 

kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan 

panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. 

 

Kewenangan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menjalankan program asuransi 

sosial tersebut adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang 

berasal dari iuran wajib dan sumbangan wajib:  

                                                 
2
 Ibid. hlm. 72. 



 4 

a. Pasal 5 UU 33/1964 mengatur bahwa pembayaran iuran wajib ini paling 

lambat disetor pada tanggal 27 setiap bulannya. Pengusaha angkutan umum 

harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang 

kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Besaran iuran wajib tidak dengan cara 

menghitung karcis yang terjual namun dengan cara kolektif. Penentuan 

besaran iuran wajib yang dihimpun secara kolektif tergantung pada trayek bus 

dan jumlah seat atau kursi yang dimiliki oleh bus yang bersangkutan. 

b. Sumbangan wajib ini lebih dikenal dengan nama Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang pengutipannya dijadikan satu 

dengan penerbitan STNK. Pasal 2 UU 34/ 1964 menambahkan bahwa 

sumbangan wajib dibayarkan langsung oleh Pemilik kendaraan bermotor 

setiap tahunnya. 

 

Pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja 

(Persero) merupakan wujud komitmen perusahaan untuk memberikan santunan 

kecelakaan kepada masyarakat dan sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) UU 33/ 1964: 

(1) Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, 

pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan 

perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui 

pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan 

disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. 

(2) Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari 

pembayaran iuran wajib. 

 

 

Jenis-jenis santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan ditetapkan berdasarkan 

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK. 010/2008 tentang 

Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang 
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Alat Angkutan Penumpang umum di Darat, Laut dan Udara tanggal 26 Februari 

2008. 

 

Isu hukum dalam penelitian ini adalah masih adanya masyarakat yang belum 

memahami secara jelas mengenai syarat dan prosedur pengajuan klaim ketika 

mengurus santunan atas kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero). 

Hal ini didasarkan pada hasil observasi secara acak terhadap keluarga/ahli waris 

korban kecelakaan lalu lintas pada pada PT. Jasa Raharja (Persero).   

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penyelenggaraan Pemberian Santunan 

Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung” 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1.2.1 Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1) Bagaimanakah penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas 

oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung? 

2) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pemberian 

santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang 

Lampung? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, 

dengan kajian mengenai penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan lalu 
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lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Lokasi penelitian adalah 

pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dan waktu penelitian 

dilaksanakan pada tahun 2018.  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas 

oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung  

2) Untuk mengetahui faktor penghambat penyelenggaraan pemberian santunan 

kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung  

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut: 

1) Kegunaan teoritis  

 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan 

keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah 

penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa 

Raharja (Persero) Cabang Lampung. 

 

2) Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam melaksanakan 
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kebijakan pemberian santunan asuransi sosial jasa raharaja atas kecelakaan 

lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

b. Sebagai salah satu rujukan atau bahan informasi dan referensi bagi pihak-

pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai 

pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas 

c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsepsi tentang Wewenang 

 

2.1.1 Pengertian Wewenang  

 

Beberapa pengertian wewenang menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

 

1) Menurut Miriam Budiardjo, wewenang memiliki makna yang sama dengan 

kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, 

legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur 

esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di 

samping unsurunsur lainnya, yaitu hukum, wewenang keadilan, kejujuran, 

kebijaksanaan dan kebajikan.
3
 

2) Menurut Rusadi Kantaprawira, wewenang adalah hak untuk melakukan 

sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan mengenai sumber 

wewenang, yaitu formal dan penerimaan. Formal maksudnya bahwa 

wewenang di anugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahkan/diwarisi 

hal tersebut. Penerimaan maksudnya bahwa wewenang seseorang muncul 

hanya bila hal itu diterima oleh kelompok/individu kepada siapa wewenang 

tersebut dijalankan.
4
 

                                                 
3
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 356 

4
 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, 

hlm. 42 
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3) Menurut Prajudi Admosudirjo, wewenang berasal dari kata dasar wenang, 

yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai 

untuk melakukan sesuatu. wewenang adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari 

kekuasaan eksekutif administratif. Wewenang yang biasanya terdiri dari 

beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau 

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.
5
 

4) Menurut R. Abdoel Djamali, wewenang merupakan tindakan hukum 

pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan 

hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan 

pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum 

administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara 

sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. 
6
 

5) Wewenang adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, 

sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan 

proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, 

sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang 

melingkupinya.
7
 

6) Menurut A. Gunawan Setiardja, wewenang adalah suatu istilah yang biasa 

digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat 

perbedaan diantara keduanya. Wewenang adalah apa yang disebut “kekuasaan 

                                                 
5
 Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6. 

6
 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.  

2001.hlm 67. 
7
 Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51. 
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formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-

undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, 

merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap 

suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. 

Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari 

wewenang. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan 

kekuasaan untuk meminta dipatuhi.
 8

 

 

Pelaksanaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas 

organisasi. Dalam pelaksanaan wewenang, terutama dalam organisasi, peranan 

pokok wewenang adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan 

wewenang dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan 

menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Wewenang 

formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh 

informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari wewenang resminya untuk 

mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga tergantung pada 

kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa wewenang 

merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau 

secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh 

undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.  

 

 

                                                 
8
 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 

Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25. 
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2.1.2 Macam-Macam Wewenang 

 

 

Wewenang merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, 

sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari wewenang, artinya barang 

siapa (subyek hukum) yang diberikan wewenang oleh undang-undang, maka ia 

berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam wewenang itu. 

Wewenang yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan 

nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh 

wewenang yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun 

mandat. 
9
 

 

Ditinjau dari asasnya wewenang terdiri dari, yaitu: 

a. Wewenang Atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang 

berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan wewenang yang diberikan 

kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu 

badan legislatif yang independen. Wewenang ini adalah asli, yang tidak 

diambil dari wewenang yang ada sebelumnya.  

b. Wewenang Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan wewenang yang ada. 

Atau dengan kata lain pemindahan wewenang atribusi kepada pejabat di 

bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai 

wewenang yang dialihkan dari wewenang atribusi dari suatu organ (institusi) 

pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah 

memberi wewenang) dapat menguji wewenang tersebut atas namanya 

                                                 
9
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54. 
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c. Wewenang Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan wewenang 

atau pengalihan wewenang, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara 

pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan 

wewenang tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan wewenang kepada 

organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu 

tindakan atas namanya.
10

 

 

Berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam 

pelaksanaan wewenang dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi 

wewenang. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan 

mengalokasikan wewenang kepada bawah an dengan delegasi sebagai berikut: 

a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. 

b. Pendelegasi melimpahkan wewenang yang di perlukan untuk mencapai tujuan 

atau tugas. 

c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau 

tanggung jawab. 

d. Pendelegasi menerima pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang 

dicapai.
 11

 

 

Wewenang tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam 

menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan 

hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Wewenang 

dalam hal ini dibedakan menjadi:  

                                                 
10

 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 11. 
11

 Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51. 
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a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban 

terhadap badan (atribusi/mandat); 

b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti 

mempersiapkan dan mengambil keputusan; 

c. Akibat Hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan/atau kewajiban 

yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.
 12

 

 

wewenang yang dapat dimiliki oleh manusia maupun kelompok manusia. 

Wewenang ini dimiliki oleh orang orang yang sudah lama sekali memiliki 

kekuasaan di dalam masyarakat. Wewenang ini dimiliki oleh seseorang atau 

kelompok orang bukan karena memiliki kemampuan khusus. Macam-macam 

wewenang berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi: 

a. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau 

normal, dan kesanggupan untuk memimpin. 

b. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang 

yang berada di atasnya.
 13

 

 

Secara organisasional wewenang adalah kemampuan yuridis yang didasarkan 

pada hukum publik. Wewenang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar 

wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, 

tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang adalah fungsi untuk 

menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai 

                                                 
12

 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 87. 
13

 Ibid, hlm.88. 
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dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan 

lingkungan yang melingkupinya. Wewenang disandarkan pada sistem atau aturan 

hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan segala kewenangan yang dimiliki 

oleh seseorang didasarkan pada hukum yang berlaku, hal ini diatur juga agar 

pemilik kewenangan itu tidak berlaku semena-mena. 

 

Pengaturan pendelegasian wewenang dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat:  

a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi 

delegasi wewenang dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi 

pengaturan yang didelegasikan;  

b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk 

menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau 

c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian wewenang dari undang-

undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima 

delegasi tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.
 14

 

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam 

pemberian delegasi wewenang pengaturan (rule making power).Berbeda halnya 

dengan wewenang delegasi maupun atribusi. Wewenang mandat merupakan 

pemberian, pelimpahan, atau pengalihan wewenang oleh suatu organ 

pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab 

sendiri. Apabila wewenang yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut 

merupakan wewenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan 

(the power of rule-making atau law-making), maka dengan terjadinya 

pendelegasian wewenang tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan 

                                                 
14

Ibid, hlm. 262 
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wewenang untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Selain 

atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber wewenang. Mandat 

merupakan wewenang yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada 

orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya mengambil keputusan.
15

 

 

 

2.2 Pengertian Asuransi 

 

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari insurance atau 

verzekering atau assurantie. Pertanggungan atau asuransi ditinjau dari segi hukum 

selalu dikaitkan dengan perjanjian, karena memang perbuatan mengasuransikan 

atau mempertanggungkan itu dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan 

perjanjian. Meskipun demikian tetap terdapat perbedaan pengertian yang agak 

mengganggu antara pengertian yang diberikan KUHPerdata di satu pihak dengan 

yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di pihak lain.
 16

 

 

Pengertian asuransi berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdata: 

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, 

mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara 

pihak, berdasarkan bergantung pada kejadian yang belum tentu, misalnya 

persetujuan pertanggungan, bungan cacat hidup, perjudian dan pertaruhan” 

 

 

Batasan pengertian dari Pasal 1774 KUHPerdata tersebut sama sekali tidak dapat 

ditarik terus sebagai jalur perjanjian asuransi, karena unsur tertentu bagi suatu 

perjanjian asuransi sama sekali tidak dipenuhi. Menurut pasal tersebut 

pertanggungan atau asuransi termasuk perjanjian untung-untungan. Menurut 

banyak literatur, asuransi atau pertanggungan digolongkan perjanjian untung-

                                                 
15

 Ibid.hlm.263 
16

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 

2.  



 16 

untungan kurang atau tidak tepat, karena dalam perjanjian untung-untungan secara 

sengaja dan sadar para pihak di dalam perjanjian itu akan mengalami atau 

mendapatkan suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan. Perjanjian 

untung-untungan itu tidak terdapat kemungkinan terjadinya pemenuhan prestasi 

secara seimbang, jadi di sini berarti bahwa prestasi secara timbal balik tidak 

dipenuhi atau tidak seimbang. Di samping itu juga tidak tepat kiranya apabila 

perjanjian asuransi digolongkan bersama-sama dengan pertaruhan dan perjudian.
17

 

 

Rumusan asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak 

atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung 

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 

diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

 

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): 

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan 

diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan 

penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu 

evenemen.” 

 

Apabila ditelaah secara redaksional, rumusan yang terdapat pada Pasal 246 

KUHD lebih mengutamakan pada asuransi kerugian. Hal itu sehubungan degan 

                                                 
17

 Suparman Astrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Alumni, Bandung. 

2003. hlm. 14 
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dengan kalimat suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang 

diharapkan lebih menonjol kepada sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 

246 KUHD secara keseluruhan dan dalam pengertian umum hanya tepat untuk 

jenis asuransi kerugian saja, tidak untuk asuransi jiwa atau asuransi sejumlah 

uang.
18

 Dalam asuransi jiwa yang menjadi objek asuransi adalah jiwa tertanggung 

atau mereka yang diasuransikan dan manfaat yang diberikan dapat berupa 

santunan kepada seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai penerima manfaat 

apabila tertanggung meninggal dunia.
19

  

 

Obyek asuransi menurut rumusan Pasal 246 KUHD meliputi benda dan jasa, jiwa 

dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan 

lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurangnya nilainya.
 20

 

 

Sesuai dengan definisi asuransi tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur 

dalam asuransi, yaitu: 

a. Merupakan suatu perjanjian 

b. Adanya premi 

c. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung 

d. Adanya suatu peristiwa yang belum terjadi (anzekes voorval)
 21

 

 

Adanya suatu peristiwa yang belum terjadi berkaitan dengan konsep risiko yang 

diperlukan untuk menganalisis berbagai cara untuk memberikan perlindungan 

                                                 
18

 Ibid, hlm.15 
19

 A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 2011. hlm. 84. 
20

 Bhisma Murti, Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, Kanisius, Yogyakata, 2000, hlm 9 
21

 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No.10, PT. Pustaka Binaman 

Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 29 
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terhadap obyek pertanggungan. Pengertian risiko diartikan beragam oleh para 

ilmuwan. Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-

segi yang mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik 

berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati.  

Risiko sebagai kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh 

bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi 

dan kapan akan terjadi. Risiko sebagai sebagai kewajiban memikul kerugian yang 

diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian di luar kesalahan sendiri. Risiko 

merupakan ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa 

yang menciptakan kerugian.
22

 

 

Pengertian risiko adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan 

terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang, jadi asuransi menjadikan 

suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, 

maka akan memperoleh ganti rugi. Untuk mempelajari tentang asuransi, 

khususnya asuransi kerugian, risiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan 

terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan 

demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, 

yakni ketidakpastian (uncertainty) dan kerugian (loss). Segala sesuatu yang dapat 

dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai risiko. Misalnya, kematian. 

Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi, sehingga tidak dapat dikategorikan 

sebagai risiko. Namun kapan matinya seseorang adalah sesuatu hal yang tidak 

pasti sehingga dapat dikategorikan sebagai risiko.
23

 

                                                 
22

 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 44 
23

 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta. 2002, hlm.178 
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Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu risiko murni (pure risk) dan 

risiko spekulatif (speculative risk). Dalam risiko murni kemungkinan yang akan 

timbul hanyalah dua hal yaitu adanya kerugian (loss) atau tidak adanya kerugian 

(no loss). Sebagai contoh, jika kita mengemudikan mobil untuk menuju ke suatu 

tempat, kita menghadapi risiko kecelakaan atau tidak terjadi kerugian apapun 

sampai di tujuan. Sedangkan dalam risiko spekulatif, kemungkinan yang timbul 

tidak hanya kemungkinan adanya kerugian atau tidak adanya kerugian, namun 

juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak 

dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
24

 

 

Usaha untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi adalah 

memperalihkan risiko. Tidak mungkin bagi para penanggung untuk menanggung 

segala risiko. Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung adalah 

risiko-risiko yang dapat diasuransikan. Karakteristik risiko-risiko yang dapat 

diasurasikan dalam asuransi kerugian, adalah sebagai berikut: 

a. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. 

Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari 

biaya perbaikannya. 

b. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan 

(homogeanus exposure), sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan 

statistik kerugian yang telah tersedia. 

c. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari 

keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah. 
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d. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tiba-tiba, tidak 

terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung.
 25

 

 

Adapun karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi 

sejumlah uang (Jiwa) adalah: 

a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak 

diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap 

dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga/tanggungan yang 

ditinggalkan. 

b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat 

diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. 

Hari tua menyebabkan kekurangmampuan untuk memperoleh penghasilan dan 

mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/tanggungan. 

c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak 

mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau 

ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat 

seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan 

keluarga/tanggungan.
26

 

 

Penggolongan dan jenis-jenis asuransi adalah sebagai berikut:  

a.  Penggolongan secara yuridis 

Pasal 247 KUHD menyebutkan lima macam asuransi, sebagai berikut: 

1) Asuransi terhadap kebakaran. 

2) Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian. 
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3) Asuransi terhadap kematian orang. 

4) Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan. 

5) Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai. 

 

Buku I KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, kedua dan 

ketiga. Sedangkan jenis asuransi yang keempat dan kelima di atur dalam Buku 

II KUHD. Asuransi secara yuridis dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

asuransi kerugian dan asuransi jumlah.  

1) Asuransi Kerugian Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang 

berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk 

melakukan prestasi berupa ganti kerugian kepada tertanggung seimbang 

dengan kerugian yang diderita oleh pihak terakhir.  

2) Asuransi Jumlah Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang 

berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi 

berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan 

sebelumnya. Ciri dari asuransi jumlah adalah kepentingan yang tidak dapat 

dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung 

telah ditentukan sebelumnya.
27

 

 

b. Penggolongan berdasarkan ada tidaknya kehendak bebas para pihak 

Penggolongan asuran berdasarkan ada tidaknya kehendak bebas para pihak 

terdiri dari dua jenis sebagai berikut: 

1) Asuransi sukarela (Voluntary Insurance) Asuransi sukarela adalah suatu 

perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-
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pihak yang mengadakannya. Hal itu berarti bahwa timbulnya perjanjian 

tidak ada paksaan dari luar. Oleh sebab itu asas kebebasan berkontrak 

(Pasal 1338, Ayat (1) KUHPerdata) berperan dalam tumbuhnya jenis-jenis 

asuransi sukarela. Misalnya asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi 

atas bahaya laut,dan lain-lain. 

2) Asuransi wajib (Compulsory Insurance) Asuransi wajib terbentuk karena 

diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam beberapa jenis 

golongan asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak 

dilakukan. Sebagai contoh dari golongan asuransi wajib adalah Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Umum, Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 28

 

 

c. Penggolongan berdasarkan tujuan 

Penggolongan asuransi berdasarkan tujuannya terdiri atas dua jenis: 

1) Asuransi Komersial (Commercial Insurance) Pada umumnya asuransi 

komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai sebuah bisnis, 

sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, 

segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya berdasarkan 

besar premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan perhitungan ekonomis. 

Semua jenis asuransi komersial diatur dalam KUHD. Pada dasarnya 

asuransi komersial merupakan asuransi sukarela. 
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2) Asuransi Sosial Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan 

memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial 

kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.
29

 

 

2.3 Pengertian Asuransi Sosial  

 

Asuransi sosial jasa raharja merupakan bentuk perlindungan dalam kecelakaan 

penumpang dan lalu lintas. Hal ini berarti dengan membayar iuran wajib jasa 

raharja maka setiap penumpang akan memperoleh santunan asuransi. Santunan 

diberikan bila penumpang menjadi korban dari musibah kecelakaan yang 

menimpa kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang 

ditumpanginya.
30

 

 

Asuransi ini dikelola oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang memiliki 

tugas untuk menyelenggarakan Undang undang berikut ini:  

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengenai dana pertanggungan wajib 

kecelakaan penumpang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 

sebagai peraturan pelaksanaanya.  

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai dana kecelakaan lalu lintas 

jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 sebagai peraturan 

pelaksanaanya.  

 

Santunan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang 

Undang Nomor 34 Tahun 1964 hanya diberikan kepada orang (manusia) yang 
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menjadi korban kecelakaan angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. 

Kerugian harta benda (barang penumpang, rumah, gedung dan lain-lain) dan 

kerugian alat angkut umum yang mengalami musibah kecelakaan atau yang 

ditabrak oleh alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan , tidak dijaminoleh 

jasa raharja.  

Produk asuransi jasa raharja adalah jaminan keselamatan penumpang danjaminan 

korban kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, apabila terjadi musibah sehingga 

penumpang menderita luka-luka (tidak sampai menjadi cacat permanen) atau 

meninggal atau menjadi cacat seumur hidup, penanggung akan memberikan 

santunan sebagai berikut: 

a. Biaya Perawatan dan pengobatan bagi yang luka-luka hingga sembuh.  

b. Santunan sejumlah uang kepada ahli waris dari penumpang yang meninggal  

c. Biaya perawatan dan pengobatan serta sejumlah uang yang diberikan sebagai 

santunan bagi penumpang yang menjadi cacat permanen
31

 

 

Pengelolaan jaminan sosial oleh PT Jasa Raharja diterapkan sistem gotong royong 

yang merupakan unsur pokok dari falsafah hidup bangsa Indonesia. Berpedoman 

pada palsafah gotong royong tersebut, pemerintah Indonesia menjalankan 

program jaminan sosial jasa raharja melalui mekanisme asuransi, dengan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini: 

a. Iuran Wajib Penumpang kendaraan  

 

Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 

1965 menetapkan bahwa setiap penumpang dari:  
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1) Kapal Laut milik perusahaan nasional,  

2) Kapal sungai atau kapal klotik atau kapal danau dan kapal penyebrangan,  

3) Pesawat Udara Milik Perusahaan Nasional  

4) Kendaraan bermotor umum dengan trayek keluar kota seperti bus, dan travel,  

5) Kereta api ( diluar radius 50 Km)  

 

Penumpang diharuskan membayar iuran wajib melalui pengusaha angkutan umum 

yang bersangkutan, yaitu disatukan dalam karcis penumpang dengan cara 

menuliskan atau menstempel pada karcis: termasuk iuran wajib jasa raharja. 

Besarnya iuran wajib tersebut bervariasi, sesuai jenis alat angkutan umum yang 

ditumpangi. Perbedaan tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa ada 

perbedaan kemampuan penumpang untuk membayar iuran wajib. 

Perbedaankemampuan tersebut diukur menurut tingkat kelas alat angkutan umum 

yang ditumpanginya. Karena itu, dalam menetapkan besarnya iuran wajib 

dilakukan secara progresif, artinya untuk kelas yang lebih tinggi dikenakan iuran 

wajib yang persentasinya lebih besar dari kelas yang lebih rendah.
32

 

 

Pembebasan iuran wajib diberikan kepada:  

1) Penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota, seperti bus kota, taksi 

dalam kota, oplet atau mikrolet, dan lain lain, dan  

2) Para penumpang kereta api dalam jarak radius 50 Km dari pusat kota 

meskipun dibebaskan dari membayar iuran wajib mereka tetap mempunyai 

                                                 
 
32

 Abdul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, Fakultas Hukum USU, 

Medan, 2005, hlm.32.  



 26 

hak atas santunan asuransi apabila penumpang menjadi korban kecelakaan 

dari alat angkutan umum yang ditumpanginya
33

 

 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 1965 maka setiap pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha 

angkutan umum diwajibkan membayar sumbangan wajib sebagai pertanggungan 

kecelakaan lalulintas jalan, yaitu sebagai santunan asuransi yang akan diberikan 

kepada korban-korban kecelakaan lalulintas jalan yang berada diluar kendaraan 

bermotor seperti pejalan kaki dan penyebrang jalan, dan pengendara kendaraan 

lain yang diluar kesalahan atau kekuasaanya dilanggar atau ditabrak oleh 

kendaraan bermotor penyebab kecelakaan.
34

 

 

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan sekali setahun ketika membuat atau 

memperpanjang STNK kendaraan bermotor yang bersangkutan. Adapun besarnya 

sumbangan wajib berbeda menurut jenis/tipe, usia, dan kekuatan mesin (CC) 

setiap kendaraan bermotor, yang ditentukan secara progresif.  

Pembebasan membayar sumbangan wajib diberikan kepada  

1) Sepeda motor yang kekuatan mesin 50 cc kebawah,  

2) Kendaraan bermotor ambulance atau mobil jenazah  

3) Kendaraan bermotor pemadam kebakaran,  

4) Kereta api
35

 

Para korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor, meskipun 

dibebaskan dari kewajiban membayar sumbangan wajib, namun tetap mempunyai 
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hak atas santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Tata cara pemenuhan iuran 

wajib (Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964) oleh penumpang dilakukan 

berdasarkan jenis angkutan yang ditumpangi:  

a. Kendaraan bus, pemenuhan iuran wajib kendaraan bus dilakukan dengan cara:  

1) Iuran wajib disatukan dengan harga karcis penumpang, dan pada karcis 

tertera tulisan: termasuk iuran wajib jasa raharja  

2) Menggunakan kupon iuran wajib jasa raharja yang disalurkan melalui 

pemilik/pengusaha pengangkutan yang bersangkutan. 

b. Kendaraan non bus: alat pengangkutan jenis COLT, subur ban, taksi, opelet, 

dan lain lain yang memiliki trayek keluar kota, pemenuhan iuran wajib 

dilakukan dengan menggunakan kupon iuran wajib jasa raharja yang 

disalurkan melalui pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan.  

c. Kereta api: iuran wajib bagi angkutan kereta api disatukan dengan harga karcis 

penumpang 

d. Kapal laut dan kapal penyebrangan.Tata cara pemenuhan iuran wajib bagi 

kapal laut dan kapal penyebrangan adalah sebagai berikut:  

1) Iuran wajib disatukan dengan harga karcis penumpang  

2) Menggunakan kupon iuran wajib jasa raharja yang disalurkan melalui 

pemilik atau pengusaha pengangkutan yang bersangkutan  

3) Kapal sungai atau kapal klotik atau kapal danau  

e. Pesawat udara  

Pemenuhan iuran wajib bagi penumpang pesawat udara dilakukan dengan 

menyatukan iuran wajib dengan harga karcis penumpang.
36
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Tata cara pemenuhan sumbangan wajib kendaraan bermotor berdasarkan 

ketentuan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 1965, ditetapkan bahwa setiap pengusaha dan pemilik kendaraan 

bermotor diwajibkan untuk membayar sumbangan wajib dana kecelakaan 

lalulintas jalan raya untuk setiap tahun. Dana yang terhimpun dari sumbangan 

wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SDKLLJ) digunakan untuk memberikan 

santunan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu kendaraan yang 

berada diluar kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan. Korban yang 

dimaksud, misalnya pejalan kaki, penyebrang jalan, atau pengendara kendaraan 

lainnya yang diluar kesalahan atau kekuasaanya ditabrak atau dilanggar oleh 

kendaraan bermotor penyebab kecelakaan tersebut.
37

 

 

Untuk memungut sumbangan wajib dari pengusaha dan pemilik kendaraan 

bermotor, pola pemungutannya ditempuh dengan mengkaitkannya dengan 

pendaftaran kendaraan bermotor yang bersangkutan bersamaan dengan 

pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut setiap tahun. Dalam pola 

pemungutan tersebut, dilakukan dengan system administrasi manunggal dibawah 

satu atap disingkat SAMSAT, dan instansi instansi yang berkepentingan dalam 

SAMSAT terdiri dari:  

1. Polisi lalu lintas (Polantas),  

2. Pemerintah daerah cq Dinas Pendapatan daerah, dan  

3. PT Jasa Raharja 
38
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Dengan sistem ini maka para pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor dapat 

sekaligus menyelesaikan pendaftaran (ulang) kendaraan bermotornya, membayar 

kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan 

ditempat yang sama. Formulir system adminstrasi manunggal meliputi (1) 

formulir permohonan STNK/STCK, dan (2) surat pemberitahuan (SPT) 

PKB/BBN KB dan SWDKLLJ  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 1965 yang berhak memperoleh santunan asuransi adalah:  

a. Setiap penumpang sah dari alat angkutan umum (darat, laut, sungai, danau, 

penyebrangan, dan udara)  

b. Yang telah membayar iuran wajib untuk tiap perjalanan yang ditempuhnya, 

yang dibuktikan dengan:  

3) Kupon iuran wajib jasa raharja dan karcis penumpang yang dikeluarkan 

oleh pemilik atau pengusaha angkutan umum, dimana iuran wajib telah 

disatukan dengan harga karcis penumpang, atau pemilik atau pengusaha 

angkutan penumpang umum telah membayar jatah kupon  

4) karcis iuran wajib jasa raharja yang dibuktikan untuk tiap perjalanan 

dengan kartu penjatahan (kartu kontrol) yang ada pada alat angkutan 

penumpang umum yang bersangkutan
39

 

 

Setiap penumpang yang telah dibebaskan dari membayar iuran wajib, yaitu yang 

menumpang bus kota, taksi dalam kota oplet atau mikrolet dalam kota, angkutan 
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bermotor dalam kota lainnya, dan setiap penumpang kereta api dalam jarak radius 

50 Km dari pusat kota.
40

 

 

Menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 1965, yang berhak memperoleh santunan asuransi adalah: 

a. Setiap orang menjadi korban tabrak oleh kendaraan bermotor atau kereta api; 

b. Setiap yang berada didalam suatu kendaraan bermotor yang ditabrak oleh 

kendaraan bermotor lainya dimana pengemudi kendaraan bermotor yang 

ditumpanginya dinyatakan tidak bersalah menurut Undang Undang lalu lintas 

yang berlaku. Demikian juga setiap penumpang kendaraan bermotor pribadi 

dan sepeda motor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor lain dan 

pengemudinya dinytakan tidak bersalah  

 

Tidak semua korban kecalakan lalu lintas berhak memperoleh santunan asuransi, 

yaitu yang disebabkan oleh:  

a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau kesengajaan lainnya dari pihak 

korban atau pihak ahliwarisnya 

b. Korban dalam keadaan mabuk dan tidak sadar, korban melakukan perbuatan 

jahat, korban mempunyai cacat badan, atau keadaan jasmaniah atau rohaniah 

korban luar biasa lain dari keadaan normal 

c. Alat angkutan yang bersangkutan sedang digunakan dalam suatu perlombaan 

kecakapan atau kecepatan, 

d. Kecelakaan terjadi akibat bencana alam 
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e. Kecelakaan terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari peristiswa 

peperangan atau bencana peperangan, dan  

f. Kecelakaan terjadi karena akibat atau diakibatkan oleh reaksi inti atom atau 

nuklir atau reaksi radio aktif atau unsur radio aktif.  

 

2.4 Dasar Hukum Pemberian Santunan Asuransi Sosial Jasa Raharja 

 

Dasar hukum PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan yang menjalankan 

program asuransi sosial yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang 

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta mengelola dan 

menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalulintas Jalan. Tugas dan fungsi PT. Jasa 

Raharja (Persero) adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara 

mengadakan iuran wajib yang di pungut dari penumpang umum dan sumbangan 

wajib dari pemilik kendaraan bermotor.  

 

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib 

(compulsory insurance), dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini di wajibkan oleh 

undang-undang bukan berdasarkan perjanjian 

b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan 

kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1964 (dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja 

Persero) 

c. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan 

masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan di 

gunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan 

d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai 

dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

masyarakat melalui program investasi.  
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Dasar hukum pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 

tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, di mana dalam undang-undang 

tersebut lingkup jaminannya yaitu:  

a. Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu:  

(1) Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang 

menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari 

penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh: Pejalan kaki 

ditabrak kendaraan bermotor 

(2) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor 

dan ditabrak, di mana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi 

dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini 

para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi 

b. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor:  

(1) Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa 

pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya 

kecelakaan, maka baik pengemudi mapupun penumpang kendaraan 

tersebut tidak terjamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965  

(2) Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum 

diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan 

atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab 

terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang- 

Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil 

menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan;  

c. Kasus Tabrak Lari, terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus 

kejadiannya 

d. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api:  

(2) Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang 

sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan 

bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kerata 

api, maka korban terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun1964; 

(3) Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang 

dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang 

difungsikan sebagaimana lazimnya kerata api akan lewat, apabila 

tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU 34 Tahun1964.  

 

 

Selain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 1965 tersebut, di dalam pemberian besarnya santunan Asuransi 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI 
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Nomor 36/PMK. 010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana 

besarnya santunannya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 36/PMK. 010/2008 disebutkan:  

a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh 

santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);  

b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang 

besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari 

besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) 

c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh 

santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter 

paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

 

 

Asuransi sosial jasa raharja tidak menggunakan polis sebagai bentuk perjanjian 

tertulis para pihak, hak ini karena semua hak dan kewajiban dari pihak jasa raharja 

dan korban kecelakaan lalu lintas sudah jelas di atur di peraturan perundang-

undangan. Istilah premi yang umumnya digunakan oleh perusahaan asurnasi tidak 

digunakan oleh PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) tetapi diganti menjadi iuran 

wajib yang dibayarkan pada saat pembelian karcis/tiket angkutan umum dan 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang 

dibayarkan pada saat pemembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga secara 

otomatis nama yang tertera dalam STNK terdaftar dalam asuransi jasa raharja.  

 

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu jenis perlindungan 

sosial bagi masyarakat yang penting. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, 

setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang 

mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta keluarganya dapat 

memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan 

pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan 

hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber 

lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara 

empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan 

langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang 

berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti.
41

  

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap 

responden penelitian, yaitu dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung 

dan keluarga/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas.  

                                                 
41
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap 

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:  

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

(1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat 

(2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang  

(3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(5) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 37/PMK.010/2008 tentang 

Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan 

Penumpang Alat Angkutan Penumpang umum di Darat, Laut dan 

Udara 

(6) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP. 16/ PMK. 010/2017 

tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan 

Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang umum di Darat, 

Laut dan Udara 

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:Bahan hukum sekunder, yaitu bahan 

bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa 
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kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana 

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel 

di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.  

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:  

a. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dilaksanakand dengan studi lapangan (field 

research) yaitu melalui wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data 

dari informan penelitian. 

b. Pengumpulan data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan studi kepustakaan (library 

research), yaitu serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari berbagai buku/ literatur dan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian  

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data  

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. 

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 



 37 

a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh. 

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan. 

c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-

masing dengan sistematis. 

d. Seleski data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang 

akan dibahas 

 

3.4 Analisis Data  

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Data yang telah diolah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, maksudnya 

adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ 

keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk 

ditarik kesimpulan penelitian. Pertanyaan kedua akan dijawab dengan 

menggunakan analisis SWOT (Strength atau kekuatan, Weakness atau kelemahan, 

Opportunities atau kesempatan dan Threats atau tantangan)  

 

Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk menemukan berbagai 

informasi yang dimiliki dan dihadapi oleh suatu organisasi, baik yang berasal dari 

dalam organisasi  maupun dari luar organisasi. Komponen-komponen analisis 

SWOT terdiri dari:  

(1) Strength (kekuatan), merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat 

positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam 

mencapai tujuannya.  
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(2) Weakness (kelemahan), merupakan situasi dan ketidak mampuan internal yang 

mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai tujuannya atau sebagai 

kondisi yang menempatkan organisasi pada ketidak beruntungan dan tidak 

kompetitif.  

(1) Opportunities (peluang), adalah situasi dan faktor-faktor eksternal yang 

membantu organisasi dalam mencapai atau bahkan melampaui pencapaian 

sasarannya.  

(2) Threat (tantangan), adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan 

organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. 
42
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BAB V 

P E N U T U P 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja 

(Persero) Cabang Lampung  klaim diajukan oleh korban atu ahli waris korban 

dengan mengisi formulir pengajuan santunan yang berisi data identitas diri 

dari korban dan ahli waris korban secara lengkap dan keterangan tentang 

kasus kecelakaan, identitas dan sifat cidera korban akibat kecelakaan, 

kesimpulan kecelakaan, formulir permohonan santunan tersebut sebagai 

dokumen dasar permintaan santunan asuransi diserahkan kepada PT. Jasa 

Raharja (Persero) yang terdekat untuk pembayaran penyelesaian santunan 

asuransi korban yang akan diterimakan langsung kepada korban atau ahli 

waris korban yang sah. Adapun syarat pengajuan santunan baik korban 

meninggal atau luka-luka terdiri atas fotokopi laporan polisi dan sket gambar 

kecelakaan, fotokopi SIM dan STNK kendaraan yang terlibat dalam 

kecelakaan, KTP korban atau ahli waris korban, Kartu keluarga, akta Nikah 

(bagi korban yang sudah menikah).  

 

2. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan 

lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung  adalah: 

pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan, dalam melaporkan klaim, 
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tertanggung seringkali melakukan keterlambatan, keluarga pasien tidak 

memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan klaim, 

pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas dilakukan ditempat tradisional dan 

pihak korban ataupun ahli waris masih banyak yang belum mengetahui apa 

keewajibannya dalam pemenuhan surat persyaratan pengajuan dana santunan 

kecelakaan lalu lintas tersebut.  

 

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pihak PT. Jasa Raharja dalam melakukan penyelenggaraan pemberian 

santunan agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang 

dana santunan kecelakaan lalu lintas terutama memberikan informasi secara 

jelas tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi korban atau ahli 

waris korban berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga pihak Jasa Raharja 

terjadi hambatan dalam memproses pencairan dana santunan kecelakaan lalu 

lintas tersebut, begitu pula korban atau ahli waris harus dapat memenuhi 

syarat dan ketentuan yang berlaku agar dapat mengajukan klaim.  

2. Pihak PT. Jasa Raharja harus lebih efektif dalam mendampingi korban atau 

ahli waris korban dalam melakukan proses pencairan dana santunan, sehingga 

korban/ahli warisnya dapat menerima santunan yang memang menjadi haknya 

sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu agar pembayaran 

santunan dapat dilakukan melalui rekening lain selain rekening BRI, karena 

tidak semua korban atau ahli waris korban memiliki rekening BRI.   
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